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BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang :

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah PropinsiSumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 25):
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851),
S5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286),
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 442 1):
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049):
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679):
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4576):
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara RepublikIndonesia Nomor 6322):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentangPedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (LembaranDaerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3):
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

7)

Bengkalis Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah KabupatenBengkalis Tahun 2017 Nomor 5),
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menetapkan :

dan
BUPATI BENGKALIS
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2018.
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Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

. Laporan Realisasi Anggaran:

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:
. Neraca,
. Laporan Operasional:
. Laporan Arus Kas:
Laporan Perubahan Ekuitas: dan

. Catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

a.

b.

d.
e.
£

8.

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf aTahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp3.359.727.964.530,99
b. Belanja Rp3.159.072.534.491,27

Surplus/ Defisit Rp200.655.430.039,72c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp14.845.655.399,74- Pengeluaran Rp0,00
Surplus/ Defisit Rp215.501.085.43946

Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaiberikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlahRp(140.747.502.046,01) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp3.500.475.466.577,00b. Realisasi Rp3.359.727.964.530,99Selisih lebih/ (kurang) Rp(140.747.502.046,01)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp347.418.255.299,73dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp3.506.490.789.791,00b. Realisasi Rp3.159.072.534.491,27Selisih lebih/ (kurang) Rp347.418.255.299,73

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlahRp(206.670.753.253,72) dengan rincian sebagai berikut:a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp(6.015.323.214,00)b. Realisasi
Rp200.655.430.039,72Selisih lebih/ (kurang) Rp(206.670.753.253,72)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlahRp1.916.678.014,26 dengan rincian sebagai berikut:a. Anggaran penerimaan pembiayaansetelah perubahan Rp16.762.333.414,00b. Realisasi Rp14.845.655.399 74Selisih lebih/ (kurang) Rp1.916.678.014,26
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(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp10.747.010.200,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp10.747.010.200,00
b. Realisasi Rp0,00

Selisih lebih/ (kurang) Rp10.747.010.200,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp(8.830.332.185,74) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp6.015.323.214,00
b. Realisasi Rp14.845.655.399,74

Selisih lebih/ (kurang) Rp(8.830.332.185,74)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp16.762.333.414,91
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan Rp14.845.655.399,74
Cc. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SILPA/SiKPA) Rp215.501.085.439,46
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya Rp(1.916.678.014,26)
e. Lain-lain Rp0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp215.501.085.439,46

Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018
sebagai berikut:
a. Jumlah aset Rp9.037.791.429.166,98
b. Jumlah kewajiban Rp41.879.286.008,14
c. Jumlah ekuitas dana Rp8.995.912.143.158,84

Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 DesemberTahun 2018 sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp3.387.204.527.181,61b. Beban

Rp2.938.147.715.072,94
c. Surplus/Defisit Dari Operasional Rp449.056.812.108,67d. Surplus/Defisit Dari Sebelum Pos Luar Biasa Rp449.056.812. 108,67
e. Pos Luar Biasa Rp0,00
f. Surplus/Defisit — LO Rp449.056.812.108,67

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yangberakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:
a. Saldo kas awal kas di BUD dan Kas di
Bendahara Pengeluaran Rp14.845.655.399 74b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp1.104.062.778.826,04C. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp(903.407.348.786,32)
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d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2018

Rp0,00
Rp0,00
Rp215.501.085.439,46

Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:
a. Ekuitas Awal
b.
Cc.

d.

Surplus/ Defisit
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /
Kesalahan Mendasar
Ekuitas Akhir

Rp8.671.038.043.079,31
Rp449.056.812.108,67

Rp(124.182.712.029,14)
Rp8.995.912.143.158,84

Pasal 9
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun
Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas
pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a.

pa
t»

.

Lampiran I

Lampiran I.1

Lampiran I.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah
dan organisasi,
Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan:
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan
kegiatan:
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:
Laporan Operasional:
Laporan Perubahan Ekuitas:
Neraca,
Laporan arus kas:
Catatan atas laporan keuangan
Daftar rekapitulasi piutang daerah:
Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih,
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana
bergulir:

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah:

b.

d.
e.

8.
h.

k.

Daftar rekapitulasi realisasi
pengurangan aset tetap daerah:

1
penambahan dan

Daftar rekapitulasi aset tetap:
Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan,
Daftar rekapitulasi aset lainnya:

m.

n.

o.



6

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah:
ga. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek,
r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang:
s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampaiakhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya:
t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/

Perusahaan Daerah

Pasal 11
Dalam hal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan denganPeraturan Bupati.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 Agustus 2019
BUPATI BENGKALIS,

Diundangkan di Bengkalis

AMRIL MUK

pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

: 0 . 27—..j
H. BUSTAMI. HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 2NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENCKALIS PROVINSI RIAU(9.52,A/2919)
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